
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

menyimpulkan hal sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara 

cerai talak Nomor: 24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. adalah dengan 

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Mataram, maka Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama 

Mataram menguatkan putusan nomor: 457/Pdt.G/2019/PA.Mtr  

dengan cara menambah jumlah/nominal yang dibebankan kepada 

tergugat rekonvensi ataupun suami berdasarkan keterangan saksi 

bahwa tergugat rekonvensi memliki 3 Speed Boat. Pada awal 

mulanya, di tingkat pertama sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh 

Juta Rupiah) berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam 

Juta Rupiah) dan Mut’ah sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta 

Rupiah). Menjadi sejumlah Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta 

Rupiah) berupa nafkah iddah sebesar Rp. 13.000.000.- (Tiga Belas 

Juta Rupiah) dan Mut’ah sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta 

Rupiah). 

2.  Implikasi yuridis terhadap putusan perkara cerai talak Nomor: 

24/Pdt.G/2020/PTA.Mtr adalah pasangan ini pasca perceraian, 



 

 

tergugat ataupun suami diwajibkan membayar kepada penggugat 

ataupun istri dengan sejumlah Rp. 33.000.000.- (Tiga Puluh Tiga 

Juta Rupiah), beserta dengan pembebanan biaya perkara tingkat 

pertama sejumlah Rp. 1.541.000.- (Satu Juta Lima Ratus Empat 

Puluh Satu Ribu Rupiah). Dan untuk istri atau penggugat rekonvensi 

berupa pembebanan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah 

Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Tidak hanya itu 

saja, terdapat juga dampak yang tidak terlihat dalam hal ini seperti 

halnya perubahan setatus antara keduanya yang semula menjadi 

suami istri sekarang menjadi duda dan janda, ternjadinya pembagian 

harta gono dan lain sebagainya, dimana pada dasarnya hal ini juga 

akan berdampak terhadap keluarga kedua belah pihak. 

B. Saran  

Majelis Hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan 

seluruh aspek dan tuntutan dalam memutuskan suatu perkara, dasar 

hukum dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya melalui undang-

undang ataupun konstitusi yang tertulis, selain melalui undang-undang 

ataupun putusan hakim terdapat pula doktrin atau pendapat para ahli 

yang bisa dijadikan sumber hukum dan dalam memutuskan suatu 

perkara. 

Dalam pertimbangan memutuskan putusan perkara tersebut 

Majelis Hakim menimbang dengan berdasarkan Undang-Undang 



 

 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pada saat 

persidangan ini berlangsung sudah ada perubahan atas undang-undang 

tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan 

diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, berdasarkan hal tersebut 

sudah seharusnya bagi Majelis Hakim untuk mengetahui info terbaru 

megenai undang-undang yang berlaku, serta pemahaman dalam metode 

penulisan masih kurang baik atau kurang rapih, dimana hal ini 

seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh Pengadilan Agama Mataram 

guna menambah kredibilitas sebuah institusi itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


